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ABSTRAK 

AKIBAT HUKUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM 

PENGELOLAAN TAMBANG MINERAL DAN BATUBARA DI DAERAH 

CHAHAYA DEWI BIDARI 

 

 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

mengubah sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia, khususnya dalam hal 

kewenangan pemerintah daerah. Sebelumnya, pemerintah daerah memiliki peran dalam 

perizinan dan pengawasan pertambangan, namun setelah diberlakukannya undang-undang 

ini, kewenangan tersebut sebagian besar dialihkan ke pemerintah pusat. Perubahan ini 

menimbulkan berbagai implikasi hukum bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber 

daya mineral dan batubara. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan 

dua pertanyaan utama: (1) Apakah akibat hukum bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan 

tambang mineral dan batubara sejak  berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara? dan (2) Bagaimanakah mekanisme 

pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara setelah berlakunya 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara? 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi 

kepustakaan serta wawancara dengan pihak terkait. Penelitian ini menganalisis peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta penerapannya dalam praktik pemerintahan daerah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan kewenangan dari pemerintah daerah ke 

pemerintah pusat membatasi peran daerah dalam pengelolaan pertambangan, yang 

berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan serta partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sumber daya alam. Meskipun perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi dan kepastian hukum dalam sektor pertambangan, implementasinya menimbulkan 

tantangan baru dalam mewujudkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, 

diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar pengelolaan tambang dapat 

berjalan secara transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tetap berpihak pada kepentingan 

masyarakat. 

 

Kata Kunci: Hukum Pertambangan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Undang-Undang 

Minerba, Desentralisasi, Pengawasan Pertambangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

LEGAL CONSEQUENCES OF THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 3 OF 2020 

ON MINERAL AND COAL MINING IN THE MANAGEMENT OF MINERAL AND 

COAL MINES AT THE REGIONAL LEVEL 

CHAHAYA DEWI BIDARI 

 

 

Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining has changed the mining management 

system in Indonesia, particularly regarding the authority of local governments. Previously, 

local governments played a role in licensing and supervising mining activities. However, 

with the enactment of this law, most of these authorities have been transferred to the central 

government. This shift has led to various legal implications for local governments in 

managing mineral and coal resources. Based on these issues, this study formulates two main 

research questions: (1) What are the legal consequences for local governments in managing 

mineral and coal mining since the enactment of Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal 

Mining? and (2) How is the supervision mechanism for mineral and coal mining 

management implemented after the enactment of Law Number 3 of 2020 on Mineral and 

Coal Mining? This research employs a normative juridical method with a literature study 

approach and interviews with relevant stakeholders. The study analyzes the prevailing laws 

and their implementation in local governance practices. The findings reveal that the transfer 

of authority from local to central government limits regional involvement in mining 

management, potentially reducing the effectiveness of supervision and public participation 

in natural resource governance. While this change aims to enhance efficiency and legal 

certainty in the mining sector, its implementation presents new challenges in achieving fair 

and sustainable policies. Therefore, a stricter oversight mechanism is necessary to ensure 

that mining management remains transparent, accountable, equitable, and continues to serve 

the interests of the public. 

 

Keywords : Mining Law, Local Government Authority, Mineral And Coal Law, 

Decentralization, Mining Supervision. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya 

alam melimpah, mencakup sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan. 

Kekayaan alam ini merupakan aset penting yang harus dikelola dengan hati- 

hati oleh negara. Oleh karena itu, berbagai peraturan telah dibuat untuk 

menjamin pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, seperti 

Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang 

Minyak dan Gas.
1
 

Sejarah Indonesia memperlihatkan betapa pentingnya sumber daya alam 

bagi kemajuan negara, yang menjadi objek eksploitasi oleh pihak asing pada 

masa penjajahan. Setelah meraih kemerdekaan, penguasaan sumber daya 

alam ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa 

kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat. Hal ini mencerminkan bahwa negara memiliki hak 

penuh atas kekayaan alam dan bertanggung jawab untuk mengelolanya demi 

kesejahteraan rakyat, serta menjamin manfaatnya dapat dirasakan secara 

merata.
2
 

 

 

1
 Dwi Haryadi, “Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara,” Pengantar 

Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, 2018, Hlm.90. 
2
 Rizkyana,Lita. “Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin 

Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara”, Jurnal Law Reform, Vol.11 No.2, (2015) Hlm. 200. 
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Tujuan utama Indonesia adalah untuk mencapai kebahagiaan, 

kesejahteraan, dan kebebasan masyarakat, serta menciptakan negara yang 

merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Negara berfungsi sebagai alat untuk 

mencapai tujuan nasional tersebut. Peran pemerintah sangat krusial dalam 

menjalankan negara yang berdaulat, dan tata kelola yang baik menjadi elemen 

penting dalam mencapai tujuan tersebut. Indonesia sebagai negara kesatuan 

memiliki sistem pemerintahan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. 

Amandemen UUD 1945 Pasal 18 memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengatur 

urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. 

Namun, terdapat batasan untuk urusan-urusan tertentu yang masih menjadi 

kewenangan pemerintah pusat, yang mencerminkan pentingnya desentralisasi 

untuk mencapai pemerintahan yang efisien.
3
 

Dalam UUD 1945 Pasal 18 menekankan bahwa pemerintahan daerah di 

provinsi, kabupaten, dan kota memiliki hak untuk mengelola urusan 

pemerintahan mereka sendiri, berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Asas otonomi memberi hak kepada pemerintah daerah untuk 

mengelola urusan internal sesuai dengan prinsip kemandirian, sementara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
Lineke Baura Et Al., “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan 

Mineral Batubara” 1, No. 1 (2022): hlm. 167–88. 
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tugas pembantuan adalah pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah 

pusat untuk mendukung kepentingan nasional.
4
 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal (1) menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan, dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

mengatur kewenangan dan pembagian urusan pemerintahan antara 

pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang ini memberikan lebih banyak 

otonomi bagi pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan 

mereka, dan pasal-pasalnya menandakan pergeseran administrasi 

pemerintahan ke arah pemberian kewenangan lebih luas kepada pemerintah 

daerah, dengan pengecualian untuk urusan-urusan tertentu yang tetap menjadi 

kewenangan pemerintah pusat.
5
 

Pengaturan urusan pemerintahan di bidang pertambangan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian diperkuat dan 

 

4
 Semarang City Government, “LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2021,” 

2022, 270–81, Http://Beta.Semarangkota.Go.Id/Content/Image/Files/4.2.06 Urusan Pilihan 

Perdagangan Draft LKPJ 2013.Pdf. 
5
 “Lineke,Marthinus, & Jimmy Jeffrey. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam 

Pengelolaan Pertambangan Mineral Batubara”. Pattimura Legal Journal, Vol. 1 No.3 (Desember, 

2022): Hlm. 169”. 

http://beta.semarangkota.go.id/Content/Image/Files/4.2.06
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diperincikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini membawa dimensi 

baru dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, di mana 

kewenangan pengelolaan tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis bahan galian, 

tetapi dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam konteks ini, Pasal 7 dan Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menetapkan bahwa pemerintah 

provinsi serta pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang 

signifikan dalam pengelolaan pertambangan di wilayah masing-masing. 

Kewenangan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti pembuatan 

peraturan daerah, pemberian izin usaha pertambangan, serta pembinaan dan 

pengawasan terhadap lahan pasca tambang.
6
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menekankan semangat desentralisasi dengan memberikan lebih banyak 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan 

pemerintahan mereka. Otonomi daerah ini bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi pemerintahan dan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga 

pelayanan publik dapat lebih mudah diakses dan dikelola dengan baik.
7
 

 

 

 

 

 

6
 Siti Nurjannah, "Desentralisasi Pengelolaan Pertambangan Dalam Perspektif Hukum: 

Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan 

Batubara," Jurnal Hukum Lingkungan volume 18, No. 1 (2020): hlm. 145-146. 
7
 Ahmad Syaifuddin, "Implementasi Otonomi Daerah Dalam Konteks Desentralisasi 

Pemerintahan: Studi Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014," Jurnal Administrasi Negara volume 

22, No. 1 (2020): hlm. 45-46. 
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Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran berbeda dalam pengelolaan 

sumber daya alam. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam pengelolaan 

sumber daya alam yang melintasi wilayah, serta mengatur eksploitasi sumber 

daya alam. Sementara itu, pemerintah daerah provinsi bertugas untuk 

mengelola lingkungan hidup, mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, dan 

menjaga keseimbangan lingkungan di wilayahnya. Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 menyebabkan perubahan dalam kewenangan penerbitan izin 

pertambangan, di mana pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki 

kewenangan untuk menerbitkan izin tersebut. Perubahan ini mengalihkan 

kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan sepenuhnya kepada 

pemerintah provinsi.
8
 

Setelah berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, 

pemerintah kabupaten/kota kehilangan kewenangan untuk mengelola izin 

usaha pertambangan, yang kini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi 

dan pusat. Meskipun demikian, perubahan ini tidak langsung mengubah 

sistem dan mekanisme perizinan yang sudah ada sebelumnya.
9
 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang 

Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan 

Mineral Dan Batubara, Pasal (1) ayat 2 menjelaskan bahwa “Pendelegasian 

 

8
 Muhammad Salman Al-Farisi, “Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan 

Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”, Jurnal Ilmiah Ecosystem, 

Vol.21 No. 1, (Januari – April 2021), Hlm.21 
9
 Rizkyana & Lita, “Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin 

Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara”, Jurnal Law Reform Vol.11 No.2, Tahun 2015, 

Hlm.203. 
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adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian 

perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara”.
10

 

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan 

Batubara, mengatur bahwa kewenangan pengelolaan sumber daya alam 

menjadi lebih terpusat di tangan pemerintah pusat. Perubahan ini mengurangi 

peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan, yang sebelumnya 

melibatkan mereka dalam penerbitan izin usaha pertambangan. 

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur 

bahwa urusan pemerintahan di sektor kehutanan, kelautan, serta energi dan 

sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

provinsi. Pembagian kewenangan ini lebih rinci dapat dilihat dalam Lampiran 

Undang-Undang tersebut. Dalam lampiran ini, pada bagian huruf cc yang 

mengatur pembagian urusan di bidang energi dan sumber daya mineral, 

dijelaskan bahwa pengelolaan urusan tersebut menjadi tanggung jawab 

bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Meskipun dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan daerah semakin terbatas 

 

 

 

 

 

 

 

10
 Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 

Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan 

Batubara,” No. 132894 (2022): hlm. 1–8. 
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dan difokuskan pada pemerintah provinsi, prinsip desentralisasi tetap 

diterapkan sebagai bagian dari otonomi daerah.
11

 

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bertujuan 

untuk menyelaraskan pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014. Namun, perubahan ini justru membuat konsep desentralisasi di 

Indonesia menjadi semakin kabur. Dengan disahkannya Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 dan mengatur tentang pertambangan mineral dan 

batubara, muncul berbagai implikasi. Satu sisi, Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2020 memberikan jaminan hukum dan kepastian investasi bagi 

pemegang izin dan kontrak karya, yang berperan penting dalam menarik 

investasi sektor ini. Namun, sisi lain undang-undang ini cenderung 

mengurangi peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. 

Kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah dalam 

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara kini beralih ke pemerintah 

pusat.
12

 

Setelah perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU 

Minerba), terdapat beberapa aspek pengaturan yang diubah, salah satunya 

 

11
 “Lineke,Marthinus, & Jimmy Jeffrey. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam 

Pengelolaan Pertambangan Mineral Batubara”. Pattimura Legal Journal, Vol. 1 No.3 (Desember, 

2022): Hlm. 170”. 
12

 Nurhayati Wulandari, "Perubahan Pengaturan Pertambangan Mineral Dan Batubara 

Pasca UU Minerba 2020: Implikasi Terhadap Desentralisasi Dan Peran Pemerintah Daerah," 

Jurnal Hukum Dan Pembangunan volume 47, No. 2 (2021): hlm. 215-216 
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terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Salah satu perubahan utama 

dalam UU Minerba adalah mengenai kewenangan negara dalam pengelolaan 

mineral dan batubara. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009, disebutkan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara 

dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Ketentuan ini 

memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat langsung dalam 

pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. 

Dalam UU Minerba yang baru, Pasal 4 ayat (2) mengubah ketentuan 

tersebut dengan menyatakan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh 

negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan dalam 

undang-undang tersebut. Perubahan ini menunjukkan adanya penegasan 

peran pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya alam dan secara 

bersamaan mengurangi peran yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah 

daerah.
13

 

Dengan pengalihan kewenangan ini, pemerintah pusat memiliki kontrol 

lebih besar atas pengelolaan mineral dan batubara, yang berdampak pada cara 

daerah mengelola sumber daya mereka. Kewenangan pemerintah daerah 

untuk menerbitkan izin dan melakukan pengawasan dicabut, menghilangkan 

peran aktif mereka dalam aktivitas pertambangan. Keputusan terkait izin 

usaha dan regulasi kini sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. Perubahan 

 

 

13
 Rini Astuti, "Perubahan Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam UU Minerba 

2020: Dampak Terhadap Desentralisasi Dan Kewenangan Pemerintah Daerah," Jurnal Hukum Dan 

Pembangunan 48, No. 3 (2021):hlm. 210-211. 
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ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan diri 

dengan kerangka regulasi yang lebih terpusat, serta menimbulkan pertanyaan 

mengenai efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di 

tingkat lokal. Penting untuk mengevaluasi dampak pengelolaan terpusat ini 

terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. 
14

 

Berdasarkan UUD 1945, Indonesia mengadopsi prinsip desentralisasi 

dalam sistem pemerintahannya, yang memungkinkan pemindahan urusan 

pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. 

Prinsip otonomi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan pengelolaan pertambangan mineral 

dan batubara merupakan bagian dari penerapan prinsip desentralisasi ini. 

Meski demikian, peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pemerintahan 

daerah tetap ada, dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sangat 

diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.
15

 

Perubahan kewenangan dalam pengelolaan perizinan pertambangan 

mineral dan batubara dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat yang lebih 

terpusat ini telah mengurangi peran pemerintah daerah dan mengurangi 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertambangan. Hal ini memicu 

 

 

14
 Novita Eka Utami, “Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam 

Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara,” Jurnal Lex 

Renaissance  No.2  Vol.8  Desember  (2023)  Hlm. 360–78, 

Https://Doi.Org/10.20885/Jlr.Vol8.Iss2.Art10. 
15

 Novita Eka Utami, “Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam 

Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara,” Jurnal Lex 

Renaissance  No.2  Vol.8  Desember  (2023)  H.  363 360–78, 

Https://Doi.Org/10.20885/Jlr.Vol8.Iss2.Art10. 
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kontroversi, terutama karena banyak yang menganggap bahwa UU Minerba 

telah mengubah sistem desentralisasi menjadi sentralisasi. Meski ada 

kekhawatiran tentang kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh 

pemerintah pusat, pengurangan kewenangan pemerintah daerah juga 

membatasi kemampuan mereka untuk mengelola wilayah mereka dengan 

lebih mandiri.
16

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji perubahan 

kewenangan dan dampaknya terhadap pengawasan pertambangan oleh 

pemerintah daerah serta masyarakat setelah diberlakukannya UU Minerba. 

Perubahan ini berdampak pada tatanan negara, karena berkurangnya 

kewenangan pemerintah daerah membatasi ruang gerak mereka dalam 

mengelola wilayahnya sendiri. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat 

memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan rekomendasi 

kebijakan yang mendukung keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan bagi 

masyarakat di daerah. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk 

skripsi dengan judul : “Akibat Hukum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pengelolaan 

Tambang Mineral dan Batubara di Daerah.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16
 Indra Sutrisno, Desentralisasi Dan Peralihan Kewenangan Sektor Pertambangan Di 

Indonesia (Bandung: Penerbit Mandiri, 2020), Hlm.112. 
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B. Rumusan Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penulis dapat 

merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah akibat hukum bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan 

tambang mineral dan batu bara sejak berlakunya Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan batu bara ? 

2. Bagaimanakah mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan 

pertambangan mineral dan batu bara setelah berlakunya Undang- 

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan batu 

bara ? 

C. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada akibat hukum bagi 

pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara sejak 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini juga akan membahas 

pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pengelolaan 

sektor pertambangan, serta implikasi perubahan kewenangan tersebut bagi 

keberlanjutan dan partisipasi masyarakat dalam sektor ini. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu : 

 

a. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pemerintah 

daerah dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara sejak 

berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan mineral dan batu bara. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengawasan 

terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan mineral dan batu bara. 

 

 

2. Manfaat Penelitian 

 

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu : 

a. Manfaat Teoritis : 

 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap 

pengembangan literatur dan teori hukum, khususnya yang 

berkaitan dengan pengelolaan tambang batubara dalam konteks 

pemerintahan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi mahasiswa 

Fakultas Hukum Program Studi Kekhususan Hukum Tata Negara 

di Universitas Muhammadiyah Palembang. Penelitian ini juga 
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diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna serta 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh instansi- 

instansi pemerintah. 

b. Manfaat Praktis : 

 

Manfaat bagi Akademis, Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah koleksi referensi di Universitas Muhammadiyah 

Palembang, serta menjadi sumber bacaan yang berguna bagi 

mahasiswa, terutama di Fakultas Hukum. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan memperluas 

pemahaman tentang pengelolaan tambang mineral dan batubara 

di Indonesia. Adapun Manfaat bagi Peneliti, Penelitian ini 

diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti, khususnya sebagai 

pengalaman berharga dalam menerapkan ilmu hukum dan dalam 

mengembangkan kemampuan untuk menganalisis serta 

menyampaikan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian ini. 

E. Kerangka Konseptual 

Untuk memahami dan memperjelas isi, pembahasan, serta makna judul 

ini dalam konteks penelitian, diperlukan penjelasan dan pemahaman 

mengenai istilah-istilah yang perlu diuraikan. Beberapa istilah yang perlu 

dijelaskan dalam uraian ini adalah sebagai berikut : 

1. Akibat Hukum 

 

Akibat hukum adalah segala konsekuensi yang timbul dari perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, 
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maupun akibat-akibat lain yang ditentukan oleh hukum akibat peristiwa 

tertentu. Dengan kata lain, akibat hukum mencakup seluruh jenis 

konsekuensi yang muncul akibat suatu perbuatan hukum, serta 

konsekuensi-konsekuensi lain yang diakui oleh hukum sehubungan 

dengan suatu peristiwa tertentu.
17

 

2. Pertambangan 

 

Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah adalah 

serangkaian kegiatan yang mencakup penelitian, pengelolaan, dan 

pengusahaan mineral atau batubara. Ini meliputi penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pascatambang.
18

 

3. Mineral Dan Batubara 

 

Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen, non-organik, yang 

memiliki bentuk teratur (sistem kristal) dan terbentuk secara alami. 

Sementara itu, pertambangan batubara merujuk pada eksploitasi 

endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, 

gambut, dan batuan aspal.
19

 

 

 

 

 

 
 

 

Hal.56 

17
 Ridwan Halim, “Hukum Administrasi Negara”, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta; 

18
 Budi Santoso, “Regulasi Dan Praktik Pertambangan Mineral Di Indonesia”, Jurnal 

Hukum Dan Pertambangan, Vol. 15, No. 2 (2022): 45, 
19

 “Pengertian Mineral Dan Batu Bara” Melalui 

Https://Jdih.Maritim.Go.Id/Id/Pertambangan-Batubara.Diakses Minggu.13 Oktober 2024 

Pukul,19.08 Wib. 

https://jdih.maritim.go.id/id/pertambangan-batubara.diakses


15 
 

 
 

 

4. Pengelolaan 

 

Pengelolaan adalah proses yang mengawasi semua aspek yang terlibat 

dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Secara umum, 

pengelolaan melibatkan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan 

sesuatu agar menjadi lebih baik dan bernilai lebih tinggi dari 

sebelumnya.
20

 

5. Pemerintahan Daerah 

 

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan 

prinsip otonomi dan tugas pembantuan, sesuai dengan konsep Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Di 

Indonesia, pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan provinsi serta 

kabupaten dan kota, yang melibatkan kepala daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan dukungan perangkat 

daerah. 
21

 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan penulis, 

ditemukan beberapa penelitian dan karya ilmiah terkait akibat hukum bagi 

pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara sejak 

 

 

20
“Pengertian Pengelolaan”,Melalui 

Https://Repository.Uinsuska.Ac.Id/12497/7/7.%20bab%20ii_2018160adn.Pdf.Diakses.Minggu.6 

Oktober 2024 Pukul, 19.03 Wib. 
21

 Agus Prasetyo, Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2019), 

Hlm.75 

https://repository.uinsuska.ac.id/12497/7/7.%20BAB%20II_2018160ADN.pdf.diakses
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diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk mendukung penelitian ini, perlu 

dilakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan 

dengan topik ini. 

Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan 

perbandingan atau referensi untuk penelitian ini : 

 

No Nama 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Pembahasan 

1. Lia Junita 

dari Institut 

Agama 

Islam 

Negeri 

(Iain) 

Bengkulu, 

2020 

Kewenangan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/ 

Kota Dalam 

Pengelolaan 

Pertambanga 

n Batubara 

Menurut 

Hukum 

Positif Dan 

Siyasah. 

Metode 

Penelitian 

hukum 

normatif. 

Penelitian ini membahas 

kewenangan pemerintah 

daerah, yang sering kali 

tidak sesuai dengan aturan 

dan kewenangan yang 

diatur dalam Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan 

Batubara. Pemerintah 

daerah terus-menerus 

memberikan izin tanpa 

mempertimbangkan 

dampak dari keputusan 

pemberian izin tersebut.
22

 

2. Ramadhans 

yah Fitra 

Wijaya Dari 

Universitas 

Islam 

Indonesia, 

2018 

Implementasi 

Pasal 66 

Undang - 

Undang 

Nomor 4 

pada tahun 

2009 Tentang 

Pertambanga 

n Mineral 

Dan Batubara 

Metode 

Penelitian 

Yuridis 

empiris 

Jenis penelitian dalam 

skripsi ini adalah 

penelitian hukum yuridis 

empiris. Dalam penelitian 

ini, dibahas bahwa 

implementasi Pasal 66 UU 

Minerba belum dapat 

diterapkan di Kabupaten 

Lahat, Sumatera Selatan, 

karena pemerintah daerah 

 

22
 L Junita, Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan 

Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah, 2020, 

Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/4384/%0Ahttp://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/4384/1/Skri 

psi Lia Bakar.Pdf. 

http://repository.iainbengkulu.ac.id/4384/1/Skri
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  Atas Usaha 

Pertambanga 

n Rakyat 

 belum menetapkan status 

Wilayah Pertambangan 

Rakyat (WPR) di wilayah 

tersebut. Selain itu, daerah 

yang kaya akan bahan 

galian umumnya telah 

berstatus sebagai Wilayah 

Usaha Pertambangan 

(WUP), sehingga 

pemerintah Kabupaten 

Lahat belum dapat 

menerbitkan Izin 

Pertambangan Rakyat 

(IPR) di wilayah 
administratifnya.

23
 

3 Sukamto 

Satoto dan 

Bahder 

Johan 

Nasution 

dari 

Universitas 

Jambi, 2019 

Kewenangan 

Pemerintah 

Daerah 

Dalam 

Pengelolaan 

Pertambanga 

n Mineral 

dan Batubara 

Untuk Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

Yang Baik 

Metode 

penelitian 

hukum 

normatif. 

Penelitian ini mengkaji 

tata kelola pemerintahan 

yang baik dalam konteks 

kewenangan pengelolaan 

izin usaha pertambangan. 

Menurut Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan 

Daerah, kewenangan 

pengelolaan pertambangan 

seharusnya berada di 

tangan pemerintah 

kabupaten/kota, mengingat 

prinsip desentralisasi yang 

terkandung dalam undang- 

undang tersebut. 

Desentralisasi memberikan 

wewenang kepada daerah 

untuk mengatur dan 

mengelola urusan 

pemerintahan, termasuk di 

sektor pertambangan, 

dengan 

pertanggungjawaban 

kepada masyarakat 

setempat. Dengan 

demikian, otonomi daerah 
memberikan kewenangan 

 

23
 Fakultas Hukum And Universitas Islam Indonesia, “Implementasi Pasal 66 Undang - 

Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Atas Usaha 

Pertambangan Rakyat,” No. 4 (2018). 
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    langsung kepada 

masyarakat, bukan hanya 

kepada DPR atau 

pemerintah daerah, untuk 

mengelola berbagai urusan 

lokal, termasuk dalam hal 

perizinan dan pengaturan 

wilayah pertambangan.
24

 

4 Rizkyana 

Zaffrindra 

Putri & Lita 

Tyesta 

A.L.W. 

Dari 

Universitas 

Diponegoro 

, 2015 

Kajian Politik 

Hukum 

Tentang 

Perubahan 

Kewenangan 

Pemberian 

Izin Usaha 

Pertambanga 

n Mineral 

Dan Batubara 

Metode 

penelitian 

hukum 

normatif. 

Penelitian ini membahas 

kewenangan pemerintah 

kabupaten/kota yang 

didasarkan pada tugas 

pembantuan yang 

diberikan oleh pemerintah 

provinsi atau pemerintah 

pusat. Meskipun terdapat 

surat edaran mengenai hal 

ini, surat tersebut tidak 

cukup dijadikan dasar 

yang kuat untuk 

pelaksanaan aturan. Oleh 

karena itu, pemerintah 

tetap perlu mengeluarkan 

peraturan pelaksana yang 

jelas untuk mengatur 

pembagian urusan 

pemerintahan secara rinci. 
25 

Hasil penemuan dari penelitian terdahulu menunjukkan adanya 

perbedaan signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. 

Penelitian sebelumnya lebih fokus pada kewenangan dan perizinan terkait 

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat pemerintah 

daerah. Sementara itu, penelitian penulis akan mengkaji implikasi hukum 

yang muncul setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

 

24
 Bahder Johan. Magister Ilmu Sukamto, Satoto And Universitas Jambi Jambi, 

“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Untuk 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” 3 (2019): 67–75. 
25

 Rizkyana Zaffrindra Putri Et Al., “Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara” 11 (2015): 

199–206. 
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tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta mekanisme 

pengawasannya di tingkat pemerintah daerah. Dengan demikian, fokus 

penelitian penulis akan memberikan perspektif baru mengenai dampak 

hukum dari regulasi terbaru ini, yang diharapkan dapat memberikan 

kontribusi signifikan bagi pemahaman tentang pengelolaan sumber daya alam 

di Indonesia. 

G. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan 

menggunakan pendekatan berpikir sistematis agar dapat menghimpun, 

mengklasifikasi, menganalisis, dan mengkaji fenomena hukum guna 

menjawab permasalahan yang timbul dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.
26

 

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan 

yang ada dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang memudahkan dalam 

pengumpulan data terkait isu yang dibahas. Metode yang digunakan oleh 

penulis adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang didukung oleh data 

empiris. Fokus penelitian ini adalah pada analisis pengelolaan 

pertambangan  mineral  dan  batubara, yang diajukan berdasarkan 

 

 

 

26
 “Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta : Sinar Grafika,2016, Hlm. 18”. 
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berbagai peraturan perundang-undangan tertulis serta literatur yang 

relevan dengan permasalahan tersebut.
27

 

Penelitian ini dilakukan melalui survei kepustakaan (library 

research) dengan menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu 

dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen 

hukum tersier. Fokus kajian ini adalah tinjauan pustaka, yang bertujuan 

untuk mengkaji dan memperdalam peraturan hukum yang berlaku saat 

ini. Dokumentasi hukum diperlukan untuk melengkapi dan mendukung 

penelitian kepustakaan ini.
28

 

2. Sumber Data 

 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merangkum 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahan 

hukum primer yakni : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang 

 

 

 

27
 Ardha, “Analisis Kasus Pemalsuan Kartu Kredit Sebagai Bentuk Tindak Pidana 

Perbankan.” Doctrinal Fakultas Hukum UM Palembang, Vol.5 No.2 Tahun 2020, Hlm.247. 
28

 “Muhaimin, 2020. “Metode Penelitian Hukum”, Mataram : Mataram University Press, 

Hlm. 65”. 
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Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang 

Pertambangan Mineral Dan Batubara. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Sumber hukum terdiri dari bahan-bahan hukum yang 

mengikat dan yang menerangkan sumber hukum primer, 

termasuk buku, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah terkait. 

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data ini berfungsi 

sebagai bahan untuk menganalisis hukum yang berlaku. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Sumber hukum tersier berfungsi untuk melengkapi sumber 

hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus 

bahasa, penelusuran internet, dan referensi lainnya yang 

memberikan informasi tambahan serta konteks yang berguna 

dalam penelitian hukum. 

3. Metode Pengumpulan Data 

 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini 

diperoleh dengan cara : 

a. Studi Kepustakaan, studi ini dilakukan dengan menelusuri bahan- 

bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang- 

undangan maupun literatur-literatur seperti buku-buku, 

perundang-undangan, pendapat ahli, serta dokumen lain yang ada 

kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian. Data yang 
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terkumpul kemudian dianalisis untuk tujuan diskusi, yang 

menghasilkan kesimpulan untuk mengatasi masalah yang 

diangkat. 
29

 

b. Studi Lapangan, metode ini mengumpulkan data melalui 

penelitian langsung di lokasi atau objek yang diteliti, dengan 

memperoleh informasi dari narasumber yang memiliki 

pengetahuan mendalam tentang topik tersebut. Prosesnya 

dilakukan melalui wawancara dengan pihak Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM) Kota Palembang. 

4. Analisis Data 

 

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data kualitatif. 

Data kualitatif bersifat non-numerik dan sulit untuk diubah ke dalam 

bentuk numerik. Biasanya, jenis data ini dimanfaatkan untuk mengkaji 

fenomena sosial. Data yang diperoleh dari sumber hukum primer dan 

sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan 

menafsirkan peraturan perundang-undangan yang relevan, mengkaji 

literatur hukum, dan mengevaluasi penerapan aturan hukum yang 

berlaku berdasarkan isu yang diangkat. 
30
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 Riska Ramdha, “Study Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi 

Perkembangan Remaja”, Vol.5 No.2, Jakarta,2019, Hlm.124. 
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 Budi Santoso, Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Kualitatif Dalam Studi Hukum 

(Jakarta: Penerbit Cendekia, 2020), 88. 
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Dengan pendekatan ini, diharapkan penulis dapat memberikan 

wawasan yang mendalam dan komprehensif tentang akibat hukum 

berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pengelolaan 

pertambangan mineral dan batubara di daerah. 

H. Sistematika Penulisan 

 

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 

(empat) bab sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Perumusan 

Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka 

Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode 

Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini akan menguraikan landasan teori dan konsep-konsep yang 

relevan dengan pembahasan tentang akibat hukum bagi Pemerintah 

Daerah dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara sejak 

berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. 

BAB III PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan membahas hasil penelitian terkait akibat hukum yang 

dihadapi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan tambang mineral 
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dan batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, bab 

ini juga akan mengkaji mekanisme pengawasan yang diterapkan 

dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara 

dalam kerangka hukum yang baru tersebut. 

BAB IV PENUTUP 

 

Sebagai penutup, Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran 

berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya. 
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